BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENCAH
NOMOR £9 TAHUN 2017

TENTANG

- RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANCG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH

Menimbang : a bahwa scbagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang
Sigstem Perencanaan Pembangunan Nasional,
setisp pemnerintah  daerah  wgjib  menyusun
dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daergh
(RKPD) sebagai dokumen perencanasn tahunan
daerah untuk periode ! {satu] tahun;

b behwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang Nomoer 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Pererncandan  Pembangunan Nasional, Rencana
Keria Pemerintah Daerah (RKFPD] ditetapkan
dengan Pergturan Kepala Daerah;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaguimana
dimaksud dalam huruf a dan huruaf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerma Pemernntah Daerah  Kabupaten Malukuo
Tengah Tahun 2018,

Mengingat : 1. Uﬁdang—Uﬁd&r‘Jg Nomor B0 tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat U dalam wilayah Daerah
Swatantra Tingkat [ Maluku (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 16432);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keunngan Negara [Lenibamn, Negam Tahun 2003

Nomor 47, Ta Al Lembaran Negara ~ Nomor
4286); J‘,



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (lLembaran Negara Tahun
2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara
Nemoer 4353);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389
Undang-Undang Nomwor 25 Tsbun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
[Lembaran Negara Tahun 2004 WNomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421}
Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbaitgan Keuangan Antara Pemerintah Pusar
dan FPemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Tahun 2004 Nemer 125, Tambahar Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomwor 244, Tambahan Lembararn Negara
Nomor 5387, acbagaimh.na. telah  diubah
beberapalali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2015 tentang Perubahan Kedus -
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemnerintahan Dearsh [Lembaran Negara
Tahun 20153 Nomor 58, Tambshan Lembaran
Negara, Nomor 5679);

Peraturan . Pemerintah Nomor & Tahun 1988
tentang Koordinaei Kegigtan Instansi Veriikal df
Daerah; [lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan DaerahifLembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambghan
Lernbaran Negara Nomer 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi
Pemerintah [Lembaran Negara Tahun 2006 Nomar
253, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46514),
Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Kevpanpan Daerah [Berita
Negera Tahun 2007 Nomor 87);

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraiuran Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara

Penyusun ?n. i E’engendalian, Dan Fvaluasi
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Menetapkan

Pelazsanaan Kencana  Pembangunan  Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 317),

13. Peraturan Mentern Dalam Negerm Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036),

l14Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahon
2017  tentang  Penyusunan REI’]CEIH_F?MKETJE
Pemerintah Daecrah (RKPD)] Tahun 2018 [Berita
Negara Tahun 2017 Nemor 824);

15. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Rencana Permbangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah 2005-2025
{Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor $9);

16. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 lentang
Pembeéntukan ¢an Susunan Perangkat Daecah
Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah
Tahun 2016 Nomor 184);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah
Negmor 22 Tahun 2013 tentang Rencena
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Meluku Tengak Tahun 2013-2017
(Lembaran Daerah Tahun 20i3 Nomor 159);

18. Peraturan Bupati Nomer 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Daerah Kabupaten Mallku Tengah [(Berita
Daerah Tahun 2016 Nomnor 266).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN 2013

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

L.
2.

Daerah adalah Kabupten Maluku Tengah,

Pemenntah Daerah adalah kepala daerah sebagal unsur
penyelenpggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah ctonom,

Bypati ac?lw.xpaﬁ Maluky Tepgah.
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10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut
DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagal unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai
perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah wyang selanjutnya
disebut  SKPD adalah  perangkat daerah yang
mempunyal tugas mengelola anggaran dan  barang
daerah .

Badan Perencanaan Pembangunan, Feniliian dan
Pengejnbangan  Daerah Kabupeten Maluku Tengah
yang selanjutnya disebut Bapplitbapgda adalah SKPD
yang memilild tugas pokck melaksanakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknjas  pérencanaan
pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan
kebi jakan perencanaan pembangunan daerah. '
Kepala  Bapplithangda  adalah KEpE.]aH Badan
Perencanaan Pembangunan, Penilitian dan
Pengembangan Daerah Kabupten Maluku Tengah.
Perencanaan Pembanguran Daersh adalah suatu
proses penyusunan tahepan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingar,
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang &da dalam rangke meningkatkan kesejahterzan
sosial dalam jangka waktu terteniid.

Sistem Perencansen Pembangunan Daerah adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangungn untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
Jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah
daerah dan masyarakar i Kahupatéen, Kecamatan dan
Desa /Kelurahan. '

11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

12,

selanjutnva disebut RPJP Daerah adalah dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 20 {dua puluh]
tahun yang memuat visi, rmigi dan arah pembangunan
Daerah dan mengacu kepada RPJP Nasional dan
memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.

Rencana Pemmbangunan Jangka Menengah Daerah,;
yang selanjutnya disebut RPJM  Daemh adalah
dokumen perencanaan Daerah utuk periode 5 (lima)
tahun yvangmerupakan penjabaran dar visi, misi dan

Progrtam lﬁﬂ-ﬂ penYusunannya berpedoman pada
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13.

14.

12,

16.

17.

18.

19,

21.

EFPJPD dengan memperhatikan, RTRW  Kabupaten,
RPJMD Provins: dan RPJM Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disebut dengan RKPD adalah "dokumen perencanaan
daerah untuk periode 1 {satu] tahun yang merupakan
penjabaran dar RPJMD dan mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah {RKP).

Rencana Strategis Satuan Kepa Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebuf Rensira SKPD, adalah dolumen
perencanaan Satuan Kerje Perangkat Dacrah untuk
periode 5 (lima) tabun yang memuat visi, misi, tujuan,
strategl,  kebijakan,  program  dan  kegjatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatf,

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang
selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daergh untuk
pericde 1 [satu) tahun yang memuat kebijakan, program
dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
larigsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat,
dengan mengacu pada RKPD serta berpedoman padea
Renstra SKPD, J

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut P erda atau
yang discbut dengan nema lain adalah Perda Kabupaten
Maluku Tengah.

Peraturan Kepala Dasrah wang selanjutnya disebut
Perkada adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah.

Visi® adalah rumusan umum mengenal keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan uinuin mengenal upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

. Strategi adalah langkah-langkah beristkan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah unfuk mencapal tujuan,

. Program adalah instrument kebijkan yang berisi safis

atau lebih keglatan yang dilaksanakan oleh perangkat
daerah untuk mencapal sasaran  dan tujuan  serta

memperaleh  alokasi anggaran,  atau kematan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh peranghat
daerah. ]l H_zi :
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23

24

25.

26.

Kegiatan adalah  bagian dari program  yang
dilaksanakan oleh satu atan beberapa SKPD sehaga
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program, dan terdirm  dari  sekumpulan  tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan (input] untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana peémbangunan Daerah.

Musyawarah Perencanaan Pembangunari. Jangka
Panjang Daerah vang selanjutnya digebut Musrenbang
Jangka Panjang Dasrah adalah forum antar pemangku
kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun
RPJP Daerah. '
Musyawarali Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah  yang selan juthya disebut
Musrenbang Jangka Menengah Dasrah adalah forum
antar pemangky Kepentingan pembangunan dalam
rengka menyusun RPJM Daerah.

27 Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang

28.

selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum
antar pemangku kepentingan pembangunan dalam
rangke menyusun RKPD - |

Forum  Satuan Kerjé Ferangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah
bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk
menentukan  pricritas program dan keglatan
pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten dengan
SKPD atau gabungan SKPD, serta  menyusun dan
menyempumakan Renja SKPD  yang tata cara
penyelenggaraannya difasiitasi oleh SKRPD  yang
bersangkutan.

Forum Konsultasi Publik adalah wadah bersama untuk

masvarakat umum dalam hal membicarakan atau
mendiskusikan secara langsung ientang suatu  1sU
permasalahan pembangunan, yéﬂg dipandu olkeh pihak
pemangku kepentingan perencanaan pembangunan

(Bapplitban wau SKPD] dan diengkapi oleh
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pendapat ahlifpakar dibidangnya, untuk menghasilkan
suatu  kesimpulan pendapat umum, rekomendasi
kebijakan atau Berita Acars Kesepakatan.

BAB I
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2
[1). Rencana Kerja DPemenntah Daerah = selanjutnya disebut  RKFPD
Kabupaten Maluku Tenpah Tahun 2018 adalah  Dokumen
Perencenaan Daerah untuk periocde Perencanaan 1 tahun.

(2). RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
pada ayat (i} disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistenst
antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksansan Jan Fengawasan,

Pasal 3
RKPD memuat Rancangan Kerangka Ekonomu Daerah, Prioritas
Pembangunan, Rencana Pembengunan Berdimens; 3ektor dan Rencana
Pembangunan Berdimens! wilayah. Rencana Kerja yang térukur dan
pendanaen yang baik serta mendorong partisipasi masyarakat dalagm
pembangunan.

BAB I
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD

Pasal 4
Sistematika Penyusunan RKFD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018

aebagai berikut: .
Bab 1. Pendahuluan
Bab 2 Evaluas! Pelaksanaan RKPD Tahun Lah
Bab 3, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah
Bab 4, Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Bab5, Rencana Program dan Kegiatan Priortas Daerah
Bab & Penutup

Fasal 5 L
RKPD sclanjumya menjad: dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum
Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.

Fasal 6
Rincian RKPD Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran vang merupakan

bagian tidak terpisahk ? %Feraturan Bupati wni.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 7
Hal-hal yang helum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenal pelaksanaannya akap diatur lebih lanjut sesual keten tuan yang
berlaku.

Pasal 8
Peraluran Bupal m mulai berlaku sejk tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan. DBupati jni depgan penempatannya dalam Berita Daerah
Kahupaten Maluku Tengah,

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal, 29, Juni 2017

ALUKU TENGAH, m

Diundangkan di Masohi
pada tan 22 Juni 2017

SEKRETIRIS [2AERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH:

{
UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 930 .



PENJELASAN
ATAS _
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR TAHUN. 2017
TENTANG
REMCANA KERJA PEMERINTAF DAERAH KABUPATEN MALL KU
TENGAH TAHUN 2018

UMUM

Rencana  Kerja  Pemenntah  Daerah  (RKPD]  mewpakan dokumen
perencanaan pem bangunan tahunan sehagai penjabaran dekumen Rencana
Pem bangunan Jangka Menengall Daerah (RPIMD)] yang wajb disusun oleh
pemerintah daerah.

RKPD Kabupalen Maluku Tengah Tahun 2018 merupakan pelaksanaan
tahun pertarna dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
IRPJMD) Xabupaten Malukn Tengah Tahun 2018-2022, yang seCari
substansial merupakan penerjemahan dan penjabargn dar visi, misi dan
program Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah yang ditetapkan dalam
RP.MD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018. 2[)“22 kedalemn program dan
kegintan pembangunan tahunan daerah.

Setslah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengeh, Dokumen
RKPD menjadi arahat operasional pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan tehunan bagl seluruh ssluun kerje perangket daerah (BKPD)
dalam menvusun Rencana Kegja Satuan Kerjn Peranghkat Dacrah [Renje-
SKPD). Disamping sebagui acuan Pemerintah Daerah dan DFRD Maluku
Tengeh dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan prioritas serte pagu
anggaran sementurd whun anggaran 2018, serta menjadi salah  sau
ingtrumen evaluasi Kinerja, penyelenggaraan pemerintahan dacrah.

PASAL DEM! PASAL
Pasal ]

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup .Jelas
Pasal 4

Cukup Jelas =
Pasal 3

Cukup Jelas
Fasal &

Culkup Jelas
Pasal 7

Cukup Jelas



